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KEPUTUSAN K巴PALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMO尺‥ 050/砂夕/BAPPEDA/2O18

TENTANG

PENUNJUKAN P臥JAB八千P臨N(珊LOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

PADA BADAN PERENCANÅAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA　’

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Meniml⊃ang　‥ a・ bahWa da喜am rangka melaksanakan pelayanan infomasi,Serta

mewujudkan pelayanan cepat,tePat dan sederhana sebagaimana

diamana七kan Undang-Undang Nomor 14　Tahun　2008　tentang

Keterbukaan Tnformasi Publik, Perlu menuqjuk Pqjabat Pengelola

Infoml租富i dan Dokumentasi Pembantu;

b・ bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor :

4.80月87/DISKOMINFO/ 20 1 7 tentang Perubahan Keputusan Bupati

Labuhanbatu Utara Nomor : 48O/2O6/HUMASINFORKOM/2017

Tentang Pembentukan PQjabat Pengelola InfbmaSi dan

Dckum僻ntasi dan PQjabat Pengelola Informasi dan Dokumentai

Pemt)antu Kabupa.ten Labuhanbatu Utara perlu disesuaikan dengan

k(尭し1tuhan dan kondisi Saat ini;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

tentang Penur可ukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu 〔1ilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan

KePa]a Badan;

Mengingat言　上　丁Jndang-・Undang Nomor14　Tahun　2008　tentang Keterbukaan

血fomasi Publik (Lembaran Negara Repub]ik Indonesia Tahun 2008

Nomor 6工Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

48耳も主

2. Undan計Undang Nomor　23　Tahun　2OO8　tentang Pembentukan

Kabupaten L乳buhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　20O8　Nomor 96,
’r離nbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4869):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(」ノembaran Ne艶ra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l12,
’ramba】1an Lembaran Negara Republik IndorleSia Nomor 5038);

4. Undきしng…..
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4. Undang-Undang Nomor　43　Tahun　20O9　tentang Kears王pan

叫embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507 1);

5・ Undang-Undang Nomor 23　Tahun　2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244’Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Sebagaimana telah diL⊥bah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun　2015　tentang Perubahan Kedua Atas

Undang輸Undang Nomor 23 Tahun　2014　tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. PeratしIran Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

7・ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2OIO tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14　Tahun　2008　tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5149);

8・ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali’terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Be正a Negara Republik Indonesia

Tahun 2Oll Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 704);

10・ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di

L王ngkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

1 1. Peraturan Komisj Infomasi Nomor l Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik;

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor l Tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

] 3. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun　2016

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Utara Nomor 89);

1 4. Peraturan…
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor l Ta虫un

20 1 7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 20 17;

1 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor:

480/ 187/DISKOMINFO/2017 tentang Perubahan Keputusan Bupati

Labuhanbatu Utara Nomo「 : 480/2O6/HUMASINFORKOM/2015

tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenta.si

dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

Kabupaten Labuhanbatu Utara;

MEMUTUSKAN :　　　　　　　　　’

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT

PENGELOしA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

UTARA.

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menunjuk PQjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

(PPID Pembantu) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten LabuhanbatuUtara, Sebagaimana tercantum da_lam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Pqiabat Pe撃elola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID

Pembantu) , Sebagalmana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

a・ Membantu PPID dalam melaksanakan tanggung jawab, tugaS dan

kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara

berkala dan sesuai kebutuhan;

C. Melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik serta dokumentasi;

d. Membuat, mengumPulkan serta memelihara informasi dan

dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;

e. Melakukan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik;

f. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi;

Struktur Organisasi PQjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu (PPID Pembantu), Sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU tercantum dalam Lamplran yang meruPakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

Biaya pelaksanaan tugas Pqjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu’ (PPID Pembantu)sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Bela垂a Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KELI MA…
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KELIMA　: Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di AekKanopan

Padatanggal,無的v§to∫　2018

MUHAMMA聯尊前WAN LUBIS, S.T, M.T

PEMBINÅ TK. I

NIP.19720527 200112 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

l. Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan (Sebagai laporan).

2・ Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara.

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

4・ PP工D Kabupaten Labuhanbatu Utara.

5・ Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR: 050/ /BAPPEDA/2018.

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INF‘ORMASI

DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI BADAN

PEREN CANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PPID PEMBANTU DI BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

No. �JABATANDALAMPPID Pengarah/AtasanPPID PPID Sekretariat �KETERANGANJABATAN 

1. Kepala　Badan　Perencanaan　Pembangunan 

KabupatenLabuhanbatuUtara 

2. ��Sekretaris　Badan　Perencanaan　Pembangunan 

DaerahKabupatenLabuhanbatuUtara. 

3. ��KasubbagUmumdanKepegawaianpadaBadan 

Perencanaan　Pembangunan　Daerah　Kabupaten 

LabuhanbatuUtara. 

4. ! �Bidang　Pelayanan　dan: �Kabid　Perencanaan　SosialBudaya　pada　Badan 

Dokumentasi Anggota ∴∴∴∴∴ �Perencanaan　Pembangunan　Daerah　Kabupaten 

LabuhanbatuUtara. 

1.Kasubbid　Perencanaan　Kependudukan　dan 

Kebudayaan　　pada　　Badan　　Perencanaan 

PembangunanDaerahKabupatenLabuhanbatu 

Utara. 

2.Plt'KasubbidPerencanaanPemerintahanpada 

Badan　Perencanaan　Pembangunan　Daerah 

KabupatenLabuhanbatuUtara. 

5. �BidangPengolahan　Data: �Kabid　Perencanaan　Ekonomi　pada　Badan 

dan　　　　　Pengelolaan �Perencanaan　Pembangunan　Daerah　Kabupaten 

Informasi �LabuhanbatuUtara. 

Anggota �1.Kasubbid　Perencanaan　Perekonomian　Daerah 

PadaBadanPerencanaanPembangunanDaerah 

KabupatenLabuhanbatuUtara. 

2. Plt. Kasubbid….
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2. Plt. Kasubbid Perencanaan「‾‾了「‾「;

Keuangan Daerah

Pada Badan Perencanaan pembangunaLn Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kabid Perenca,naan Fisik dan Prasanana pada

Badan Perencanaan pembangunan Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　‾　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

L Plt. Kasubbid Perencanaan Infrastruktur dan

Kawasan Permukiman pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabup左en Labuhanbatu

2・ Plt・ Kasubbid Perencanaan perhubungan dan

Sumber Daya Ait pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Utara.

MUHAMMAD IKHWAN LUBIS, S.T, M.T

PEMBINA TK. I

NIP.19720527 200112 1 002


